KOTA SURAKARTA

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah/UPTD/Unit Kerja/UOBK/

1.

UOBF/Satuan Pendidikan SMP Negeri/SD Negeri/
Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

2. Direktur BUMD Kota Surakarta
di
SURAKARTA

SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG
IMPLEMENTASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026 TRIWULAN I
MELALUI SKM ONLINE

Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik serta sejalan dengan kebijakan peralihan pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) terpusat oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPANRB
Rl), maka setiap penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah
Kota Surakarta wajib melaksanakan SKM Tahun 2026 Triwulan Ill melalui SKM
Online (skm.go.id).

. Maksud dan Tujuan

Maksud : Menerapkan kebijakan nasional dalam mengukur mutu layanan
publik melalui SKM Online secara digital, terintegrasi, dan real-time.
Tujuan : a. Mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik
berbasis partisipatif melaiui SKM; dan
b. Merumuskan langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas
layanan secara transparan, cepat, dan tepat sasaran sesuai
kebutuhan masyarakat. ,
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3. Ruang Lingkup
Pedoman pelaksanaan SKM Tahun 2026 Triwulan 1l bagi seluruh Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
melalui SKM Online (skm.go.id), terkecuali SD Negeri, meliputi seluruh
Perangkat Daerah/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/ Unit
Organisasi Bersifat Khusus (UOBK)/Unit Organisasi Bersifat Fungsional
(UOBF)/Kelurahan/Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD).

4. Dasar

a. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;

d. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan
Publik; dan

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

5. isi Edaran

a.

Setiap perangkat daerah, UPTD, unit kerja, UOBF, UOBK, satuan
pendidikan SMP dan SD serta BUMD di lingkungan Pemerintah Kota
Surakarta adalah Unit Pelayanan Publik (UPP);

. Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun

2026 waijib menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap
triwulan atau 4 (empat) kali dalam setahun secara mandiri melalui
skm.go.id. .

Dikecualikan dari ketentuan angka 5 huruf b, maka pelaksanaan SKM pada
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Tahun 2026 dilaksanakan
melalui Sistem Informasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota
Surakarta (Sijalak Koar).

. Kedudukan admin SKM Online (skm.go.id) di Lingkungan Pemerintah Kota

Surakarta, meliputi:
1) Admin Instansi Level 0 : Bagian Organisasi Setda Kota Surakarta
2) Admin Instansi Level 1 : seluruh Kepala Perangkat Daerah dan BUMD

3) Admin instansi Level 2 : UPTD, unit kerja, UOBF, UOBK, satuan
pendidikan SMP.
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e Setiap Instansi Level 1 dan Level 2 wajib menunjuk penanggung jawab
instansi dan membuatkan akun penanggung jawab instansi.

f. Penanggung jawab instansi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf e
wajib memiliki akun Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan berwenang
memberikan persetujuan dan penandatanganan secara elektronik atas
Laporan SKM melalui skm.go.id.

g. Timeline pelaksanaan SKM Tahun 2026 Triwulan lIl, sebagai berikut :

No Tahapan Waktu

1. | Perencanaan/Persiapan 14 September 2026

2. | Pengumpulan Data 7-30 September 2026

3. | Pengolahan Data 30 September 2026

4. | Analisis Hasil SKM 30 September-2 Oktober 2026

5. | Penyajian/Pelaporan 5 Oktober 2026

6. | Publikasi melalui Media | 6-9 Oktober 2026
Cetak/Elektronik

h. Tahapan pelaksanaan SKM Online Tahun 2026 Triwulan lll, meliputi;

1) Perencanaan/Persiapan

a) Penentuan Responden

- Responden adalah penerima pelayanan publik berada di lokasi

unit pelayanan atau yang pernah menerima layanan pada masa
penilaian SKM berlangsung, yaitu pada periode Juli-September
2026. Karakteristik populasi terdiri atas:

1) Internal, dimana penerima layanan merupakan Perangkat
Daerah/ Unit Kerja/ UPTD/ OBK/ UOBF/ Kelurahan/ SMP /
SD/ BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

2} Eksternal, dimana penerima layanan selain sebagaimana
dimaksud pada point 1}.

- Jumlah sampel responden ditetapkan sesuai dengan

banyaknya populasi (obyek penerima layanan) yang
mencakup semua layanan pada triwulan berjalan di masing-
masing UPP di Lingkungan pemerintah Kota Surakarta pada
periode penilaian SKM berlangsung (Juli-September 2026),
dengan batas minimal responden, meliputi:

1) UPTD/ Unit Kerja/ UOBF/ SMP/ SD/ Kelurahan sejumlah 30
(tiga puluh) responden; dan

2) Perangkat Daerah, UOBK dan BUMD sejumlah 100 (seratus)
responden. '
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b) Pemilihan Jenis Layanan

- Setiap UPP melakukan pemilihan jenis layanan yang
diselenggarakan dan/atau ditetapkan dalam Standar Pelayanan
berdasarkan wurusan serta sesuai kamus layanan
KemenPANRB RI pada akun skm.go.id.

- Jika UPP mengampu layanan lebih dari 1 (satu) urusan, maka
pemilihan jenis layanan agar dilakukan secara bertahap per
urusan.

- Memberikan checklist pada pilihan jenis layanan yang
diselenggarakan di Triwulan lll, utamanya yang telah ditetapkan
sebagai Standar Pelayanan oleh Kepala Perangkat Daerah, untuk
dilakukan survei.

- Akses pemilihan jenis layanan pada skm.go.id 2> Menu Jenis
Instansi dan Layanan -» Jenis Layanan

c) Penyusunan Survei

- UPP menyusun survei dari setiap jenis layanan yang telah dipilin
dengan menginput isian instrumen survei melalui skm.go.id menu
SKM - Penyusunan Survei-> Tambah Survei, meliputi:

1) Jenis Layanan (sesuai jenis [ayanan pada Kamus Layanan
KemenPANRB RI).

2) Nama Survei (sesuai layanan yang ditetapkan dalam Standar
Pelayanan) > Survei “Nama Layanan sesuai Standar
Pelayanan”.

3) Template Instrumen (Online/Offline/Hybrid), berpengaruh pada
isian pertanyaan kuesioner SKM yang diisi responden.

4) Kategori Pelayanan (Online/Offline/Hybrid), harus sama
dengan template instrumen.

5) Tipe pelayanan (Gratis/Berbayar).

6) Distribusi survei (Penyebaran f/ink/penyebaran kertas/integrasi
survei/penyebaran onsite).

7) Periode Survei (dipilih Periode Survei Tahun 2026 yang dimulai
pada bulan Januari dan berakhir bulan Desember).

- Penginputan Nama Survei dapat disesuaikan dengan layanan
yang diselenggarakan oleh UPP sesuai Standar Pelayanan,
sebagai contoh:

Jenis layanan yang diselenggarakan pada Bagian Organisasi
sesuai kamus layanan KemenPANRB Ri adalah “Asistensi
Pelayanan Publik’, sedangkan Jenis Layanan sejenis pada
Standar Pelayanan Bagian Organisasi adalah “Fasilitasi
Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat”.
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Maka nama survei adalah "Survei Fasilitasi Penyusunan
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat”

- Memastikan hasil inputan telah sesuai dengan melakukan
pengecekan inputan instrumen survei per jenis layanan pada
menu “Pratinjau Survei’ - Simpan

d) Penyiapan Kuesioner Survei
- Hasil penyusunan survei yang berhasil disimpan akan muncul di
menu SKM - Daftar Survei.
- UPP dapat melakukan penyiapan kuesioner survei baik melalui
e-kuesioner ataupun kuesioner manual, sebagai berikut:
(1) Mengunduh tautan link/QR Code kuesioner pada
skm.go.id:
Menu SKM - Daftar Survei > Bagikan Tautan -
Unduh/Salin Tautan
(2) Mencetak kuesioner manual yang disediakan pada
skm.go.id:
Menu Skm - Datftar Survei = Detail 2 Unduh Survei Luring
(3) Mendistribusikan tautan atau QR Code kuesioner pada
skm.go.id.
e) Pembuatan Akun Penanggung Jawab Instansi
- Setiap Admin Level 1 dan Admin level 2 wajib membuat akun
penanggung jawab instansi melalui skm.go.id pada menu
Manajemen Akun = Akun Pengguna Instansi -» Tambah Data.
- Menginputkan email aktif instansi khusus untuk akun
penanggung jawab dan dibedakan dengan pendaftaran email
akun instansi SKM Online (skm.go.id).
- Menginputkan data penanggung jawab instansi dan Nomor
Induk Kependudukan (NIK).
fy Tahapan Perencanaan/Persiapan melalui skm.go.id paling lambat
Jumat, 4 September 2026. *

2) Pengumpulan Data

a) Melaksanakan SKM kepada penerima layanan/stakeholders
dengan mengutamakan penyebaran link/QR Code kuesioner SKM
kepada stakeholder terkait;

b) Bagi UPP yang menyebarkan kuesioner secara manual kepada
stakeholder wajib menggunakan cetak kuesioner tersedia pada
skm.go.id.

¢) Hasil pengisian kuesioner sebagaimana dimaksud pada huruf b)
diinput pada skm.go.id melalui mekanisme bulk data per jenis
tayanan sesuai jumlah responden dan wajib diverifikasi oleh pejabat
penanggung jawab sesuai akun yang telah dibuat di masing-masing
UPP. .
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d) Mekanisme bulk data hasil SKM Tahun 2026 Triwulan | dan
Triwulan II menunggu sosialisasi lebih lanjut dari Bagian Organisasi
setelah UPP melakukan pemetaan jenis layanan sesuai- kamus
layanan KemenPANRB Ri versi terbaru {versi 4.0).

e) Batas maksimal pengumpuian data melalui skm.go.id adalah Rabu,
30 September 2026.

3) Pengolahan Data

a) Pengolahan data dihasilkan berdasarkan hasil pengumpuian data
survei sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf e) dapat dilihat
melalui menu SKM > Daftar Survel - Detail Survei > Hasil
Survei.

b} Jumlah responden per jenis layanan akan tampit tiap nama survei
layanan di tiap UPP dan dapat dimonitor pada menu SKM -
Penyusunan Survei > Jumlah Responden.

4) Analisis Data dan Rencana Tindak Lanjut

a) Melakukan analisis hasil pengolahan data SKM pada huruf e angka
3) dan menyusun rencana tindak lanjut perbaikan SKM terhadap 3
(tiga) nilai unsur SKM terendah Triwulan il melalui menu SKM >
Daftar Survel » Detail Survei 2 Tindak Lanjut, mencakup:

(1) Rencana tindak lanjut terhadap 3 (tiga) nilai unsur SKM terendah
per jenis layanan secara konkret untuk perbaikan unsur
pelayanan (diperbolehkan menentukan lebih dari 1 rencana
tindak lanjut);

(2) Target waktu rencana tindak lanjut dan penanggung jawab.

b) Menindaklanjuti rencana tindak lanjut sesuai target waktu yang
telah ditentukan melalui menu SKM - Daftar Survei > Detail
Survei - Tindak Lanjut dengan mengunggah bukti dukung tindak
lanjutnya.

c) Batas maksimal Analisis Data dan *Rencana Tindak Lanjut melaiui
skm.go.id adalah Jumat, 2 Oktober 2026.

5) Pelaporan dan Publikasi

Kepala UPP wajib menyampaikan laporan SKM Tahun 2026 Triwulan
Il yang dapat diunduh melalui skm.go.id pada menu SKM > Laporan
Nasional/lnstansi dengan tahapan, meliputi:

a) Menginputkan judul laporan “Laporan Survei Kepuasan
Masyarakat pada ...... (Nama UPP) Kota Surakarta Tahun 2026
Triwulan HI".

b} Menginputkan tanggal awal dan akhir pengambilan data
responden sesuai fimeline pengumpulan data SKM Tahun 2026
Triwulan Il yaitu mulai tanggal 7 September 2026 dan berakhir
tanggal 30 September 2026. .
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¢) Memilih pilihan jenis layanan yang telah disurveikan sebagai
bahan penarikan data di Laporan, utamanya jenis layanan yang
sudah diisi oleh responden (agar dapat tersaji nilai IKM -per jenis
layanan pada laporan) sesuai level instansinya (Level 1 atau Level
2) - Simpan.

d) Penanggung Jawab UPP wajib memberikan persetujuan dan
menandatangani secara elektronik (TTE) Laporan SKM Tahun 2026

Triwulan Il melalui akun penanggung jawab instansi melalui
skm.go.id pada menu SKM - Laporan Nasional/instansi -> Daftar
Laporan.

e) Laporan SKM yang telah disetujui dan ditandatangani secara
elektronik oleh penanggung jawab instansi dapat diunduh melalui
skm.go.id pada menu SKM - Tanda Tangan Elektronik Laporan.

f) Tahapan Pelaporan SKM Tahun 2026 Triwulan Il melalui skm.go.id
paling lambat Senin, 5§ Oktober 2026.

6) Publikasi

a) Setiap UPP wajib memublikasikan hasil SKM Tahun 2026 Triwulan
Ill baik secara online maupun offline di semua kanal media yang
dimiliki.
b) Tahapan publikasi laporan SKM paling lambat Jumat, 9 Oktober
2026 :
i. Informasi lebih lanjut dapat berkoordinasi dengan narahubung:

(1) Tiara Nurazizah, S.T. (081229917594)
(2) Surya Handika P., S.Kom. (085124991779)

6. Penutup

Tembusan:

Demikian agar ketentuan tersebut dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal | September 2026

a.n. Wali Kota Surakarta,
Sekretaris Daerah,

. Wali Kota Surakarta

2. Wakil Wali Kota Surakarta
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